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ABSTRAK	
Pengaturan	 hukum	 tentang	 izin	 usaha	 minyak	 dan	 gas	 bumi	 tertuang	 dalam	 Pasal	 23	 Ayat	 (1)	
Undang-undang	Nomor	22	Tahun	2001	Tentang	Minyak	dan	Gas	Bumi	yang	menyebutkan	bahwa	
kegiatan	 usaha	 hilir	 dapat	 dilaksanakan	 oleh	 badan	 usaha	 setelah	 mendapat	 izin	 usaha	 dari	
pemerintah.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengetahui	pertimbangan	hakim	dalam	menjatuhkan	
pidana	serta	menganalisis	penerapan	hukum	pidana	materiil	terhadap	pelaku	tindak	pidana	niaga	
bahan	bakar	minyak	bersubsidi	tanpa	izin	usaha	dalam	putusan	Nomor	48/Pid.Sus/2024/PN	Lsm.	
Jenis	penelitian	ini	yaitu	yuridis	normatif	dengan	menggunakan	pendekatan	perundang-undangan	
(statute	approach).	Penelitian	ini	bersifat	deskriptif	yang	bersumber	dari	data	sekunder	melalui	studi	
kepustakaan	dengan	permasalahan	yang	teliti	berupa	bahan	hukum	primer,	sekunder,	dan	tersier.		
Pertimbangan	Hakim	dalam	menjatuhkan	pidana	dalam	perkara	Nomor		48/Pid.Sus/2024/PN	Lsm	
yaitu	 atas	dasar	pertimbangan	yang	bersifat	 yuridis	 dan	non-yuridis.	 Pertimbangan	yuridis	 pada	
Putusan	tersebut	berdasarkan	pada	fakta-fakta	yang	diperoleh	dari	alat	bukti	dan	barang	bukti	yang	
diajukan	 didalam	 persidangan.	 Pertimbangan	 non	 yuridis	 pada	 perkara	 ini	 yaitu	 keadaan	 yang	
memberatkan	 dan	 meringankan	 Terdakwa.	 Penerapan	 pidana	 materil	 menurut	 peneliti	 kurang	
tepat,	karena	pada	faktanya	yang	terjadi	adalah	tidak	hanya	pengangkutan	dan	niaga	tetapi	juga	ada	
penyimpanan	tanpa	izin	usaha.	Sehingga	seharusnya	dakwaan	yang	terbukti	adalah	Pasal	55	jo.	Pasal	
53	huruf	c	Undang-undang	Nomor	22	Tahun	2001	tentang	Minyak	dan	Gas	Bumi.	Selanjutnya	Hakim	
dalam	 memutus	 perkara	 hendaknya	 mempertimbangkan	 putusan	 didasarkan	 atas	 penerapan	
hukum	materil	dan	formil	yang	lebih	tepat	diterapkan	kepada	pelaku	supaya	memberikan	efek	jera	
kepada	pelaku	sendiri	serta	oknum	yang	sering	melakukan	kegiatan	ini.	
Kata	Kunci	:	Tindak	Pidana,	Bahan	Bakar	Minyak,	Izin	Usaha		
	

ABSTRACT	
The	regulation	related	to	oil	and	gas	business	permit	is	stipulated	in	Article	23	Paragraph	(1)	of	Law	
Number	22	of	2001	concerning	Oil	and	Gas	which	states	that	the	downstream	operational	activities	can	
be	carried	out	by	business	entities	after	obtaining	a	business	license	from	the	government.	The	purpose	
of	 this	 research	 is	 to	 find	 out	 the	 judge's	 consideration	 in	 imposing	 penalties	 and	 analyze	 the	
implementation	of	material	criminal	law	against	the	offender	of	subsidized	fuel	oil	trading	without	a	
business	 license	 in	 the	verdict	Number	48/Pid.Sus/2024/PN	Lsm.	This	 type	of	research	 is	normative	
juridical	using	a	statutory	approach.	This	research	is	descriptive	in	its	content	sourced	from	secondary	
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data	through	literature	studies	related	to	the	problems	examined	in	the	form	of	legal	materials	such	as	
primary,	 secondary,	 and	 tertiary	 legal	 materials.	 The	 judge's	 consideration	 in	 sentencing	 the	 case	
Number	48/Pid.Sus/2024/PN	Lsm,	namely	on	the	basis	of	 juridical	and	non-juridical	considerations.	
The	 juridical	 considerations	 in	 the	decision	are	based	on	 the	 facts	obtained	 from	the	 legal	evidence	
presented	at	the	court.	The	non-juridical	considerations	in	this	case	are	the	conditions	that	burdensome	
and	 ease	 the	 defendant.	 The	 implementation	 of	 material	 penalty	 according	 to	 the	 author	 is	 not	
appropriate,	 because	 in	 fact	 it	 was	 not	 only	 transportation	 and	 trading	 but	 also	 doing	 to	 storage	
without	a	business	license.	So	that	the	indictment	that	should	be	proven	is	Article	55	jo.	Article	53	letter	
c	of	Law	Number	22	of	2001	concerning	Oil	and	Gas.	The	judges	in	deciding	the	cases	should	consider	
the	 verdict	 based	 on	 the	 implementation	 of	material	 and	 formal	 laws	 that	 are	more	 appropriately	
applied	to	the	perpetrator	in	order	to	provide	a	deterrent	effect	to	themselves	and	the	people	who	carry	
out	this	activity	frequently.	
Keywords	:	Crime,	Fuel	Oil,	Business	License	
	
	
1.	PENDAHULUAN	

Negara	Indonesia	adalah	negara	hukum	berdasarkan		Pasal	1	Ayat	(3)	Undang-

undang	Dasar	Negara	Republik	 Indonesia	Tahun	1945.	 Indonesia	 sebagai	negara	

hukum	adalah	 konsep	negara	untuk	menegakkan	kebenaran	dan	keadilan	diatas	

kekuasaan	 yang	 tidak	 hanya	 berlaku	 untuk	 kelompok	 tertentu	 tapi	 juga	 semua	

masyarakat	Indonesia	secara	keseluruhan.	Segala	tindakan	dan	segala	tingkah	laku	

setiap	warga	Negara	yang	hidup	didalamnya	harus	sesuai	dengan	norma	dan	kaidah	

serta	aturan	yang	diatur	oleh	negara.1	Dalam	mewujudkan	masyarakat	yang	adil	dan	

makmur	sesuai	dengan	cita-cita	bangsa	Indonesia,	pembangunan	yang	baik	menjadi	

tolak	ukur	suksesnya	suatu	negara.2		

Negara	 Indonesia	dalam	hal	 ini	 bertanggung	 jawab	untuk	mensejahterakan	

masyarakatnya	 berdasarkan	 Pancasila	 sebagai	 landasan	 pembangunan	 nasional	

dan	sejalan	dengan	falsafah	negara	Indonesia	yang	telah	dituangkan	dalam	Undang-

undang	Nomor	25	Tahun	2004	tentang	Sistem	Perencanaan	Pembangunan	Nasional	

(SPPN)	yang	sesuai	dengan	sembilan	prioritas	pembangunan	yang	tertuang	dalam	

konsep	nawacita.3		

 

1	 Hasaziduhu	 Moho,	 Penegakan	 Hukum	 di	 Indonesia	 Menurut	 Aspek	 Kepastian	 Hukum,	
Keadilan	Dan	Kemanfaatan,	Jurnal	Warta	Edisi,	Vol.	13,	No.	1,	Januari	2019,	hlm.	20.		

2	 Kurniati	 Mansyur,	 dkk.,	 Analisis	 Pengaruh	 Pertumbuhan	 Ekonomi,	 Investasi	 dan	
Pengeluaran	Pemerintah	Terhadap	Ketimpangan	Pembangunan	Wilayah	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	
Jurnal	DPMR,	Vol.	1	Issue	2,	Desember	2021,		hlm.	86.	

3Merdeka.	 Com,	 “Nawacita	 adalah	 9	 Agenda	 	 Prioritas	 	 Pemerintah	 Jokowi-JK,	 Ini	
Penjelasannya.”https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas	
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Salah	 satu	 cara	 untuk	 mewujudkan	 kemandirian	 ekonomi	 yaitu	 dengan	

menggerakkan	sektor-sektor	strategis	ekonomi	domestik		antaranya	adalah	bidang	

usaha	energi	meliputi	 emas,	 perak,	 minyak	 dan	gas	 bumi,	 batu	 bara,	 Salah	 satu	

hasil	 alam	 negara	 Indonesia	yang	telah	membawa	kemajuan	pesat	adalah	minyak	

dan	gas	bumi.	Penerimaan	negara	dari	hasil	pertambangan	di	sektor	minyak	dan	gas	

cukup	berkontribusi	 sebagai	 penyumbang	devisa	negara	 yang	 cukup	 signifikan.4	

Minyak	dan	gas	bumi	merupakan	sumber	daya	alam	strategis	tidak	terbarukan	yang	

dikuasai	oleh	negara	serta	merupakan	komoditas	vital	yang	menguasai	hajat	hidup	

orang	 banyak	 dan	 mempunyai	 peranan	 penting	 dalam	 perekonomian	 nasional	

sehingga	pengelolaannya	harus	dapat	secara	maksimal	memberikan	kemakmuran	

dan	kesejahteraan	rakyat.	

Pengaturan	hukum	Migas	tertuang	dalam	Pasal	2	Undang-undang	Nomor	22	

Tahun	 2001	 tentang	 Minyak	 dan	 Gas	 Bumi	 yang	 menyatakan	 bahwa	

penyelenggaraan	kegiatan	usaha	Minyak	dan	Gas	Bumi	yang	diatur	undang-undang	

ini	 berasaskan	 ekonomi	 kerakyatan,	 keterpaduan,	 manfaat,	 keadilan,	

keseimbangan,	 pemerataan,	 kemakmuran	 bersama	 dan	 kesejahteraan	 rakyat	

banyak,	 keamanan,	 keselamatan,	 dan	 kepastian	 hukum	 serta	 berwawasan	

lingkungan.		

Selain	 berkontribusi	 dalam	 penerimaan	 negara,	 minyak	 dan	 gas	 bumi	

memegang			peranan			penting			dalam	penyediaan	bahan	baku	industri.5	Oleh	karena	

itu,	pengelolaannya	perlu	dilakukan	seoptimal	mungkin	agar	dapat	dimanfaatkan	

untuk	 kemakmuran	 dan	 kesejahteraan	 rakyat	 Indonesia	 seperti	 apa	 yang	

ditegaskan	dalam	Undang-undang	Dasar	Republik	Indonesia	Tahun	1945	Pasal	33	

 

pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasannya-kln.html?page=3.	 Diakses	 Pada	 Tanggal	 23	 November	
Tahun	2024.	

4	Agus	Salim,	“Pengusahaan	Migas	di	 Indonesia	dalam	Perspektif	Kedaulatan	Negara	Atas	
SDA	 (1):	 Pendahuluan.”	 https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-
migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pendahuluan.	 Diakses	 Pada	
Tanggal	23	November	Tahun	2024.	

5	 BPSDM	 ESDM,	 “PPSDM	 Migas	 dan	 UNS	 Bedah	 Peningkatan	 Karier	 di	 Dunia	 Migas.”	
https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6tF1gIrM.	 Diakses	 Pada	 Tanggal	 23	
November	Tahun	2024.	
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ayat	 (2)	menyatakan	 bahwa	 negara	 berwenang	 untuk	menguasai	 cabang-cabang	

produksi	yang	penting	bagi	negara	dan	yang	menguasai	hajat	hidup	orang	banyak.6		

Begitu	banyaknya	masalah	yang	 timbul	di	bidang	pertambangan	khususnya	

dalam	 bidang	 minyak	 dan	 gas	 bumi	 mengenai	 ekplorasi	 dan	 eksploitasi	 tanpa	

mempunyai	kontrak	kerja	dan	izin	usaha	pengelolaan	minyak	dan	gas	bumi	adalah	

latar	belakang	adanya	Undang-undang	Nomor	22	Tahun	2001	tentang	Minyak	dan	

Gas	Bumi.	Undang-undang	ini	mengatur	tentang	kegiatan	usaha	baik	kegiatan	usaha	

hulu	maupun	kegiatan	usaha	hilir	minyak	dan	gas	bumi.	Hal	ini	sejalan	dengan	Pasal	

23	Ayat	(1)	Undang-undang	Nomor	22	Tahun	2001	tentang	Minyak	dan	Gas	Bumi	

bahwa	kegiatan	usaha	hilir	dapat	dilaksanakan	oleh	badan	usaha	setelah	mendapat	

izin	usaha	dari	pemerintah.	

Kasus	dalam	penelitian	 ini	yaitu	 terjadi	penyalahgunaan	niaga	Bahan	Bakar	

Minyak	 (BBM).	Pelaku	dalam	hal	 ini	 tidak	ada	mempunyai	 izin	untuk	melakukan	

pengangkutan	dan/atau	niaga	BBM	yang	disubsidi	Pemerintah	sejak	 tahun	2021.	

Pelaku	mengangkut	21	(dua	puluh	satu)	buah	jerigen	yang	berisikan	630	liter	BBM	

jenis	 bio	 solar	 subsidi	 diperoleh	 dengan	 cara	membeli	 dibeberapa	 SPBU	 seperti	

SPBU	Dewantara,	SPBU	Batuphat,	dan	SPBU	Mns.	Arun	dengan	harga	Rp6.800,00	

(enam	ribu	delapan	ratus	rupiah)/liter.7		

Sejalan	dengan	hal	itu,	pelaku	juga	melakukan	pendistribusian	BBM	jenis	bio	

solar	subsidi	tanpa	melalui	izin	yang	sah.	Pelaku	mengangkut	Bahan	Bakar	Minyak	

jenis	Bio	Solar	subsidi	dengan	menggunakan	1	(satu)	unit	mobil	kijang	pick	up	lalu.	

Selanjutnya	pelaku	menjual	BBM	jenis	bio	solar	subsidi	kembali	kepada	konsumen.	

Secara	 harfiah,	 konsumen	 yaitu	 saingan	 dari	 produsen,	 semua	 individu	 yang	

memakai	 barang.8	 Dalam	 hal	 ini	 pelaku	 menjual	 kepada	 konsumen	 seharga	

 

6	Sofia	Arie	Damayanty,	“	Pengelolaan	Industri	Ekstraktif		di		Indonesia	:	Kebijakan	Fiskal	dan	
Tantangan	 Ke	 Depan.”	 https://	 	 fiskal.	 	 kemenkeu.	 	 go.	 id/	 files/berita	 -	 kajian/	 file/artikel	
pengelolaan	industri	ekstraktif	indonesia.pdf	Diakses	Pada	Tanggal	29	Agustus	Tahun	2024.	

7	Putusan	Pengadilan	Negeri	Lhokseumawe	Nomor	48/Pid.Sus/2024/PN	Lsm,	hlm.4.	
8	Fitri	Suryani,	Arif	Rahman	dan	Fatahillah,	“Perlindungan	Hukum	Bagi	Konsumen	Dalam	

Transaksi	Jual	Beli	Gas	Elpiji	Bersubsidi	Melebihi	Harga	Eceran	Tertinggi	(Studi	Penelitian	Di	Aceh	
Barat	Daya)”	Jurnal	Ilmiah	Mahasiwa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	6,	No.2,	2023,	
hlm.	4.	
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Rp9.000,00	(sembilan	ribu	rupiah)	per	liternya	dengan	menggunakan	alat	mesin	

pompa	pertamini	yang	ada	dirumahnya.9		

Majelis	 Hakim	 dalam	 Putusan	 Nomor	 48/Pid.Sus/2024/PN	 menjatuhkan	

pidana	 penjara	 selama	 6	 (enam)	 tahun	 dan	 denda	 terhadap	 Terdakwa	 sebesar	

Rp5.000.000,00	(lima	juta	rupiah)	dengan	ketentuan	apabila	denda	tersebut	tidak	

dibayar	maka	diganti	dengan	pidana		penjara	selama	1	(satu)	bulan.	Pemidanaan	

dilakukan	 untuk	 upaya	 edukasi	 dan	 pembinaan	 terhadap	 terdakwa	 sehingga	

terdakwa	 dapat	 menjadi	 lebih	 baik	 lagi	 dan	 tidak	 mengulangi	 perbuatannya	

tersebut.10	Pertimbangan	hakim	dalam	menjatuhkan	pidana	yang	ringan	terhadap	

pelaku	tindak	pidana	niaga	bahan	bakar	minyak	bersubsidi	tanpa	izin	usaha	dalam	

Putusan	Nomor	48/Pid.Sus/2024/PN	perlu	mendapat	perhatian	khusus.		

Sebagaimana	 penelitian	 oleh	 Zanira	 Salsabila	 dan	 Nursiti	 dengan	 judul	

“Tindak	 Pidana	Melakukan	 Niaga	 Bahan	 Bakar	Minyak	 Tanpa	 Izin	 Usaha	 Niaga	

(Suatu	 Penelitian	 di	 Wilayah	 Hukum	 Pengadilan	 Negeri	 Sigli)”.	 Penelitian	 ini	

menunjukkan	bahwa	faktor	yang	menyebabkan	tindak	pidana	niaga	BBM	tanpa	izin	

dilakukan	adalah	faktor	ekonomi	karena	adanya	keuntungan	yang	tinggi,	jauhnya	

letak	SPBU	dari	pemukiman,	banyaknya	permintaan	dari	konsumen,	bahan	baku	

minyak	yang	juga	bersumber	dari	pengeboran	minyak	ilegal,	ringannya	hukuman	

yang	 dijatuhkan,	 dan	 faktor	 tahapan	 dan	 proses	 untuk	mendapatkan	 izin	 niaga	

bahan	bakar	minyak	yang	dinilai	rumit.	Perbedaan	dengan	penelitian	penulis	yaitu	

penelitian	 ini	 berfokus	 pada	 faktor	 dan	 upaya	 yang	 dapat	 dilakukan	 untuk	

menanggulangi	 tindak	 pidana	melakukan	 niaga	 bahan	 bakar	minyak	 tanpa	 izin	

usaha	niaga.	

Selanjutnya	 penelitian	 oleh	 Rohim	 Kusuma	 Putra,	 dkk	 dengan	 judul	

“Penegakan	 Hukum	 Bagi	 Pelaku	 Pelanggar	 Ketentuan	 Pengangkutan	 dan	 Niaga	

Bahan	 Bakar	 Minyak	 Bersubsidi	 di	 	 Kabupaten	 Rokan	 Hulu”.	 Penelitian	 ini	

menunjukkan	 bahwa	 upaya	 untuk	 mengatasi	 pelaku	 pelanggar	 ketentuan	

 

9	Ibid,	hlm.5.		
10 Ifaldy	Riski	Fahlepy,	Yusrizal	dan	Muhammad	Nur,	 “Tinjauan	Yuridis	Terhadap	Tindak	

Pidana	 Pengoplosan	 Gas	 (Studi	 Putusan	 Nomor	 104/Pid.B/LH	 2019/PN	 Psp)”	 Jurnal	 Ilmiah	
Mahasiwa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Vol.	6,	No.1,	2021,	hlm.	79.	
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pengangkutan	 dan	 niaga	 BBM	 bersubsidi	 di	 Kecamatan	 Ujung	 Batu,	 Tandun,	

Tambusai,	 dan	 Kabun	 adalah	 dengan	 dilakukannya	 sosialisasi	 hukum	 kepada	

masyarakat.	Penelitian	dalam	jurnal	ini	mempunyai	perbedaan	dengan	penelitian	

penulis	 yang	mana	 penelitian	 ini	 berfokus	 pada	 penegakan	 hukum	 bagi	 pelaku	

pelanggar	ketentuan	pengangkutan	dan	niaga	BBM	bersubsidi.	

Selanjutnya	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Jonni	Harianto	Damanik	dengan	

judul	 “Analisis	 Yuridis	 Tindak	 Pidana	 Terhadap	 Pelaku	 Penyalahgunaan	 Bahan	

Bakar	Minyak	Dan	Gas	Bumi	(Studi	Kasus	Putusan	Nomor	1627/Pid.B	/Lh/2018/	

Pn.Lbp)”.	 Hasilnya	 menunjukkan	 bahwa	 hambatan	 dalam	 penegakan	 hukum	

penyalahgunaan	 bahan	 bakar	 minyak	 dan	 gas	 bumi	 yaitu	 tersebarnya	 lembaga	

penyalur	 di	 berbagai	 pelosok	 daerah	 yang	 jauh	 dari	 pengawasan,	 pertambahan	

lembaga	penyalur	setiap	tahunya	yang	tidak	diiringi	dengan	penambahan	petugas	

pengawasan,	 dan	 Pertamina	 (persero)	 yang	 hanya	 bisa	 menindak	 lembaga	

penyalur.	Penelitian	ini	lebih	menitikbertakan	pada	tindak	pidana	penyalahgunaan	

bahan	bakar	minyak	dan	gas	bumi.	Sedangkan	penelitian	penulis	berfokus	untuk	

menganalisis	 tentang	 tindak	pidana	niaga	bahan	bakar	minyak	bersubsidi	 tanpa	

izin	usaha	niaga.	

	 	

2.	METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 merumuskan	 dua	 rumusan	 masalah,	 yaitu	 bagaimanakah	

pertimbangan	 hakim	 dalam	menjatuhkan	 pidana	 terhadap	 pelaku	 tindak	 pidana	

niaga	 bahan	 bakar	 minyak	 bersubsidi	 tanpa	 izin	 usaha	 dan	 bagaimanakah	

penerapan	 hukum	 pidana	 materiil	 terhadap	 tindak	 pidana	 niaga	 bahan	 bakar	

minyak	 bersubsidi	 tanpa	 izin	 usaha	 dalam	 putusan	Nomor	 48/Pid.Sus/2024/PN	

Lsm.	Jenis	penelitian	yang	akan	digunakan	yaitu	jenis	penelitian	yuridis	normatif.	

Artinya	bahwa	penelitian	hukum	normatif	(normative	law	research)	yang	berfokus	

pada	inventarisasi	hukum	positif,	asas-asas	dan	doktrin	hukum,	penemuan	hukum	
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dalam	 perkara	 in	 concreto,	 sistematik	 hukum,	 taraf	 sinkronisasi,	 perbandingan	

hukum	dan	sejarah	hukum.11	

Pendekatan	 yang	 digunakan	 penulis	 pada	 penelitian	 ini	 adalah	 pendekatan	

undang-undang	 (statute	 approach).12	 yaitu	 dengan	menelaah	 segala	 regulasi	 dan	

undang-undang	 yang	 berkaitan	 dengan	 penelitian	 ini.	 Kemudian	 menggunakan	

pendekatan	kasus	(case	approach)	artinya	penulis	menganalisis	dan	mempelajari	

kasus	yang	telah	menjadi	putusan	yang	berkekuatan	hukum	tetap	berkaitan	dengan	

penelitian	ini.	

Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif	 dimana	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	

memberikan	 suatu	 gambaran	 yang	 jelas	 tentang	 suatu	 objek	 yang	 tengah	diteliti	

melalui	data	yang	telah	ada	serta	mengkaji	suatu	peraturan	perundang-undangan	

yang	berlaku,	kemudian	dikaitkan	dengan	 teori-teori	hukum	dan	praktek	hukum	

dalam	pelaksanaan	sehubungan	dengan	masalah	yang	akan	diteliti.13	

	

3.	HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
3.1	PERTIMBANGAN	HAKIM	TENTANG	TINDAK	PIDANA	NIAGA	BAHAN	BAKAR	
MINYAK	 BERSUBSIDI	 TANPA	 IZIN	 USAHA	 (STUDI	 KASUS	 PUTUSAN	 NOMOR	
48/PID.SUS/2024/PN	LSM)	
	

Pejabat	yang	melaksanakan	tugas	kekuasaan	kehakiman	adalah	hakim.	Secara	

organisatoris,	hakim	adalah	bagian	dari	subsistem	lembaga	peradilan	yaitu	sebagai	

pejabat	 yang	 melaksanakan	 kekuasaan	 kehakiman,	 sehingga	 kebebasan	 hakim	

harus	 selalu	 berada	 dalam	koridor	 kemerdekaan	 lembaga	 kekuasaan	 kehakiman	

sebagaimana	 ditentukan	 dalam	 Pasal	 3	 Undang-undang	 Nomor	 48	 Tahun	 2009	

Tentang	Kekuasaan	Kehakiman	yang	menyatakan	bahwa	dalam	menjalankan	tugas	

dan	fungsinya,	hakim	wajib	menjaga	kemandirian	peradilan.	 	Dalam	buku	Hukum	

Acara	 Perdata	 karya	 Sudikno	 Mertokusumo	 merumuskan	 pengertian	 putusan	

hakim	 adalah	 suatu	 pernyataan	 yang	 oleh	 hakim,	 sebagai	 pejabat	 yang	 diberi	

 

11	Abdulkadir	Muhammad,	Hukum	dan	Penelitian	Hukum	Cet.	1,	Citra	Aditya	Bakti,	Bandung,	
2014,	hlm.	52	

12	Peter	Mahmud	Marzuki,	Penelitian	Hukum	(Edisi	Revisi),		Prenada		Media	Group,	Jakarta,	
2019,	hlm.	133.	

13	 Ronny	 Hanitijo	 Soemitro,	 Metode	 Penelitian	 Hukum	 Dan	 Jumetri,	 Ghalia	 Indonesia,	
Jakarta,	1994,	hlm.	97.	
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wewenang	 itu,	 diucapkan	 di	 persidangan	 dan	 bertujuan	 mengakhiri	 atau	

menyelesaikan	suatu	perkara	atau	sengketa	antara	para	pihak.14	

Dalam	memutuskan	 sebuah	 perkara	 hakim	memiliki	 banyak	 pertimbangan	

baik	 itu	pertimbangan	yang	bersifat	 yuridis	maupun	pertimbangan	yang	bersifat	

non-yuridis.	 Pertimbangan	 yuridis	 adalah	 pertimbangan	 hakim	 yang	 didasarkan	

pada	 fakta-fakta	 yuridis	 yang	 terungkap	 dalam	 persidangan	 dan	 oleh	 undang-

undang	 ditetapkan	 sebagai	 hal	 yang	 harus	 dimuat	 di	 dalam	 putusan,	 sedangkan	

pertimbangan	non	yuridis	adalah	pertimbangan	yang	bertitik	 tolak	pada	dampak	

yang	merugikan	dan	merusak	tatanan	dalam	kehidupan	bermasyarakat	berbangsa	

dan	bernegara.15	

Pertimbangan-pertimbangan	hakim	dalam	menjatuhkan	putusan	Pengadilan	

Negeri	 Lhokseumawe	 Nomor	 	 48/Pid.Sus/2024/PN	 Lsm	 berdasarkan	 pada	 alat	

bukti	 dan	 barang	 bukti	 yang	 diajukan	 didalam	persidangan	 lalu	 diperoleh	 fakta-

fakta	hukum	sebagai	berikut	:	

- Bahwa	Terdakwa	Afifuddin	Bin	Alm.	Abdullah	pada	hari	Kamis	 tanggal	19	
Januari	 2024	 sekira	 pukul	 12.00	 WIB	 atau	 setidak-tidaknya	 pada	 suatu	
waktu	 dalam	 tahun	 2024,	 bertempat	 di	 Desa	 Cot	 	 Leupee,	 Kecamatan	
Nisam,Kabupaten	Aceh	Utara	atau	setidak-tidaknya		berada	di	suatu	tempat	
di	wilayah	hukum	pengadilan	Negeri	 	Lhokseumawe	berdasarkan	Pasal	84	
ayat	 (2)	 KUHAP	 karena	 terdakwa	 	 ditahan	 di	 wilayah	 hukum	 Pengadilan	
Negeri	Lhokseumawe	dan	sebagian	besar	saksi	yang	dipanggil	 lebih	dekat	
dengan	 Pengadilan	 Negeri	 	 Lhokseumawe,sehingga	 Pengadilan	 Negeri	
Lhokseumawe	 berwenang	 	 memeriksa	 dan	 mengadili	 perkara	 ini,	 yang	
“menyalahgunakan	 	Pengangkutan	dan	/	 atau	Niaga	Bahan	Bakar	Minyak,	
bahan	bakar	gas,		dan/atau	liquefied	petroleum	gas	yang	disubsidi	dan/	atau	
penyediaan	dan		pendistribusiannya	diberikan	penugasan	Pemerintah”	yang	
dilakukan	oleh	Terdakwa	;	

- Bahwa	 pada	 waktu	 dan	 tempat	 tersebut	 diatas,	 Saksi	 Ipda	 	 Bagus	
Erdyanthoro,	S.Tr.K	bersama	dengan	Saksi	Mawardi	Bin	M.	Hasan	Ibrahim	
telah	melakukan	penangkapan	terhadap	 	Terdakwa	Afifuddin	dan	berhasil	
mengamankan	barang	bukti	berupa	:	

- 1	 (satu)	unit	mobil	 kijang	pick	up	dengan	Plat	nomor	BK	8091	BR	warna		
hitam	dengan	No	Rangka	MHF31KF6050039154,	No	Mesin	:	7K	0779809		

 

14	 Firman	 Floranta	 Adonara,	 “Prinsip	 Kebebasan	 Hakim	 dalam	Memutus	 Perkara	 Sebagai	
Amanat	Konstitusi,”	Jurnal	Konstitusi,	Vol.	12,	No.	2,	2015,	hlm.	221	–	222.	

15	Rusli	Muhammad,	Hukum	Acara	Pidana	Kontemporer,	Citra	Aditya	Bakti,	 Jakarta,	2007,	
hlm.	212. 
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- 1	(satu)	unit	alat	pertamini	solar		
- 21	(dua	puluh	satu)	jerigen	yang	berisikan	630	(enam	ratus	tiga	puluh)	Liter		

Bahan	Bakar	Minyak	jenis	Bio	Solar	Subsidi			
- 1	(satu)	buah	drum	kosong.		
- Bahwa	Terdakwa	mengakui	 kepada	para	 saksi	 penangkap	21	 	 (dua	puluh	

satu)	 buah	 jerigen	 yang	 berisikan	 630	 liter	 BBM	 jenis	 bio	 solar	 subsidi	
diperoleh	 dengan	 cara	 membeli	 dibeberapa	 	 SPBU	 yaitu	 SPBU	 Batuphat,	
SPBU	 Dewantara	 dan	 SPBU	 Mns	 Arun	 	 seharga	 Rp6.800,00	 (enam	 ribu	
delapan	 ratus	 rupiah)/liter.	Kemudian	 	 tanpa	 izin	pengangkutan	yang	 sah	
menurut	hukum,	Terdakwa	mengangkut		BBM	jenis	bio	solar	subsidi	dengan	
menggunakan	1		(satu)	unit	mobil	kijang	pick	up	dengan	Plat	nomor	BK	8091	
BR	warna		hitam	dengan	No	Rangka	MHF31KF6050039154,	No	Mesin	:	7K	
0779809	 menuju	 rumahnya	 dan	 dengan	 maksud	 untuk	 mendapatkan		
keuntungan	yang	tidak	sah	menurut	hukum.	Terdakwa	menjual	BBM	jenis	
bio	 solar	 subsidi	 dengan	menggunakan	1	 (satu)	 unit	 	 alat	 pertamini	 solar	
kepada	masyarakat	seharga	Rp9.000,00	(sembilan	ribu		rupiah)/liter.		

- Bahwa	 Terdakwa	 tidak	 ada	 mempunyai	 izin	 untuk	 melakukan		
pengangkutan	 dan/atau	 niaga	 bahan	 bakar	 minyak	 yang	 disubsidi		
Pemerintah	sejak	tahun	2021.		

- Bahwa	 berdasarkan	 Berita	 Acara	 Pemeriksaan	 Laboratoris	 	 Kriminalistik	
Kepolisian	Daerah	Sumatera	Utara	Nomor	Lab:		600/KKF/2024,	tanggal	12	
Februari	2024	dengan	hasil	pemeriksaan	menyatakan	bahwa	benar	barang	
bukti	adalah	Bahan	Bakar	Minyak		(BBM)	Hidrokarbon	hasil	olahan	minyak	
bumi	jenis	Solar.		
	
Pasal	 193	 Ayat	 (1)	 KUHAP	 menyatakan	 apabila	 pengadilan	 berpendapat	

bahwa	terdakwa	bersalah	melakukan	tindak	pidana,	maka	pengadilan	menjatuhkan	

pidana	 kepadanya.	 Selanjutnya	 pengadilan	 melalui	 Majelis	 Hakim	 akan	

mempertimbangkan	 apakah	 berdasarkan	 fakta-fakta	 hukum	 tersebut	 diatas	

Terdakwa	 dapat	 dinyatakan	 telah	 melakukan	 tindak	 pidana	 yang	 didakwakan		

kepadanya.	 	Majelis	 hakim	mempertimbangkan	 dakwaan	 tunggal	 yakni	 Pasal	 55	

Undang-undang	Republik	Indonesia	Nomor	22	Tahun	2001	Tentang	Minyak	dan	Gas	

Bumi	 sebagaimana	 telah	 dirubah	 dengan	 Undang-undang	 Republik	 Indonesia	

Nomor	 	 6	 Tahun	 2023	 Tentang	 Penetapan	 Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	

Undang-undang	Nomor	2	Tahun	2022	Tentang	Cipta	Kerja	menjadi	Undang-undang	

yang	unsur-unsurnya	sebagai	berikut:		

1.	Setiap	orang;		
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2.	 Yang	 menyalahgunakan	 Pengangkutan	 dan/atau	 Niaga	 Bahan	 Bakar	

Minyak,	bahan	bakar	gas,	dan/atau	liquefied	petroleum	gas	yang		disubsidi	

Pemerintah	

Berdasarkan	 unsur-unsur	 tersebut	 Majelis	 Hakim	 pada	 pokoknya	

mempertimbangkan	sebagai	berikut	:	

Ad.1.	Unsur	“Setiap	orang’’		

Unsur	“Setiap	orang’’	adalah	siapa		saja	orang	perorangan	yang	diajukan	ke	

muka	persidangan	oleh	Penuntut	Umum	yang	diduga	telah	melakukan	suatu	tindak	

pidana,	yang	mana	orang		tersebut	haruslah	orang	yang	sebenarnya	sesuai	dengan	

identitas	yang	diajukan		Penuntut	Umum	dalam	dakwaannya.	Orang	disini	adalah	

siapa	 saja	 sebagai	 subjek	 	 hukum.	 Siapa	 saja	 orang	 yang	 telah	melakukan	 suatu	

perbuatan	 pidana	 dimana	 perbuatan	 tersebut	 dapat	 dipertanggungjawabkan	

kepadanya	 karena	 tidak	 terdapat	 alasan	 pemaaf	 maupun	 pembenar	 yang	 dapat	

menghapuskan		pidana.	

Berdasarkan	fakta-fakta	yang	terungkap	dalam	pemeriksaan	dalam	berkas	

perkara	dapat	disimpulkan	bahwa	benar	 terdakwa	Afifuddin	Bin	Alm.	 	Abdullah,	

Umur	48	Tahun,	Tempat	dan	tanggal	lahir:	Alue	Dua,	28	Maret		1975,	Agama	Islam,	

Pekerjaan	 Wiraswasta,	 Suku	 Aceh,	 Jenis	 kelamin	 Laki-Laki,	 	 Kewarganegaraan	

Indonesia,	Pendidikan	terakhir	SMA	(tamat)	Alamat	Desa		Cot	Leupee.	Kec.	Nisam.	

Kab.	Aceh	Utara	sesuai	identitasnya	benar	merupakan	orang/pelaku	Tindak	Pidana	

“migas”	 dimana	 perbuatan	 tersebut	 dapat	 	 dipertanggungjawabkan	 kepadanya,	

karena	 tidak	 adanya	 alasan	 pemaaf	 	 maupun	 alasan	 pembenar	 yang	 dapat	

menghapuskan	kesalahannya.	Menimbang,	bahwa	dengan	demikian	unsur	ini	telah	

terbukti	secara	sah		dan	meyakinkan	menurut	hukum.	

Ad.2.	 Unsur	 “yang	menyalahgunakan	 Pengangkutan	 dan/atau	 Niaga	 Bahan		

Bakar	 Minyak,	 bahan	 bakar	 gas,	 dan/atau	 liquefied	 petroleum	 gas	 yang		

disubsidi	Pemerintah’’	

	Terdakwa	Afifuddin	Bin	Alm.	Abdullah	 telah	 	melakukan	penyalahgunaan	

pengangkutan	Bahan	Bakar	Minyak	yang	diduga	berjenis	Bio	Solar	sebanyak	630	

(enam	ratus	tiga	puluh)	liter	tersebut	diangkut		menggunakan	1	(satu)	Unit	mobil	

kijang	pick	up	dengan	Plat	nomor	BK	8091	BR	 	warna	hitam	dengan	No	Rangka	
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MHF31KF6050039154,	No	Mesin	:	7K	0779809	dengan	atas	nama	pemilik	Dastur.	

Dalam	mobil	 tersebut	 telah	diletakkan	beberapa	 jerigen,	sehingga	mobil	 tersebut	

dapat	mengangkut	BBM	yang	diduga	berjenis	Bio	Solar,	dan	kemudian	Terdakwa	

menjual	kembali	bahan	bakar	minyak	berjenis	Bio	Solar	tersebut	menggunakan	alat	

mesin	pompa	pertamini	yang	ada	dirumahnya.	Yang	mana	sebelumnya	bahan	bakar	

minyak	 diduga	 berjenis	 Bio	 Solar	 	 tersebut	 dibeli	 dari	 SPBU	 Dewantara,	 SPBU	

Batuphat,	dan	SPBU	Mns.	Arun.	Dengan	demikian	unsur	ini	telah	terbukti	secara	sah		

dan	meyakinkan	menurut	hukum.	

Semua	unsur	dari	Pasal	55	Undang-undang	Republik	 Indonesia	Nomor	22	

Tahun	 2001	 Tentang	Minyak	 dan	 Gas	 	 Bumi	 sebagaimana	 telah	 dirubah	 dengan	

Undang-undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 6	 Tahun	 2023	 Tentang	 Penetapan	

Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-undang	Nomor	 2	 Tahun	 2022	 Tentang	

Cipta	 Kerja	 menjadi	 Undang-undang	 sudah	 terpenuhi,	 maka	 Terdakwa	 haruslah	

dinyatakan	 telah	 terbukti	 	 secara	 sah	dan	meyakinkan	melakukan	 tindak	pidana	

sebagaimana	didakwakan		dalam	dakwaan	tunggal.	Berdasarkan	Nota	pembelaan	

Penasihat	Hukum	Terdakwa,	Majelis	Hakim	akan	mempertimbangkannya	sebagai	

alasan	 yang	 	 meringankan	 pidana	 bagi	 diri	 Terdakwa.	 Majelis	 Hakim	 dalam	

persidangan	 tidak	 menemukan	 adanya	 hal-hal	 yang	 dapat	 menghapuskan	

pertanggungjawaban	 pidana	 baik	 	 sebagai	 alasan	 pembenar	 atau	 alasan	 pemaaf.	

Terdakwa	mampu	bertanggungjawab,	maka	Terdakwa	harus	dinyatakan	bersalah	

dan	dijatuhi		pidana.	

Ancaman	 pidana	 Pasal	 55	 Undang-undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 22	

Tahun	 2001	 Tentang	Minyak	 dan	 Gas	 	 Bumi	 sebagaimana	 telah	 dirubah	 dengan	

Undang-undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 6	 Tahun	 2023	 Tentang	 Penetapan	

Peraturan	 Pemerintah	 Pengganti	 Undang-undang	 Nomor	 2	 Tahun	 2022	 tentang	

Cipta	Kerja	menjadi	Undang-undang	yang	terbukti	adalah	Dakwaan	Tunggal,	maka	

kepada	Terdakwa	selain	dijatuhi		pidana	penjara	juga	dijatuhi	pidana	denda	dengan	

ketentuan	 apabila	 pidana	 denda	 tidak	 dibayar	 maka	 diganti	 pidana	 penjara.	

Terdakwa	dalam	perkara	 ini	 telah	 	dikenakan	penangkapan	dan	penahanan	yang	

sah,	 maka	 masa	 penangkapan	 	 dan	 penahanan	 tersebut	 harus	 dikurangkan	

seluruhnya	 dari	 pidana	 yang	 	 dijatuhkan.	 Terdakwa	 ditahan	 dan	 penahanan		
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terhadap	 Terdakwa	 dilandasi	 alasan	 yang	 cukup,	 maka	 perlu	 ditetapkan	 agar		

Terdakwa	tetap	berada	dalam	tahanan.	

Barang	 bukti	 telah	 disita	 	 berdasarkan	 Penetapan	 Persetujuan	 Penyitaan	

Nomor	27/Pen.Pid.B	SITA/2024/PN	Lsm	tanggal	30	Oktober	2023	terhadap	Surat	

Perintah	Penyitaan		Nomor:	SP.Sita/25/III/RES.1.24/2024/Resekiraim	tanggal	26	

Januari	2024		diajukan	ke	persidangan	untuk	selanjutnya	dipertimbangkan	sebagai	

berikut;		

- 1	 (satu)	unit	mobil	 kijang	pick	up	dengan	Plat	nomor	BK	8091	BR	warna	
hitam	 	dengan	No	Rangka	MHF31KF6050039154,	No	Mesin	 :	7K0779809,	
warna	hitam,	 beserta	 STNK	asli	 atas	 nama	Dastur.	maka	 terhadap	barang	
bukti	tersebut	dikembalikan	kepada	pemiliknya	saudara	Dastur	yang	tertera	
dalam	STNK	

- 1	(satu)	unit	alat	pertamini	solar		
- 21	(dua	puluh	satu)	jerigen			
- 1	 (satu)	 buah	 drum	 kosong	 adalah	 barang	 yang	 dipergunakan	 untuk	

melakukan	tindak	pidana,	maka	seluruh	barang	bukti	tersebut	dimusnahkan			
- 630	(enam	ratus	tiga	puluh)	Liter	Bahan	Bakar	Minyak	jenis	Bio	Solar	Subsidi	

(yang	 telah	dilelang	 sebesar	Rp4.270.400,00	 (Empat	 	 juta	dua	 ratus	 tujuh	
puluh	empat	ratus	rupiah)	terhadap	barang	bukti	tersebut	dirampas	untuk	
negara.	
Selanjutnya	 perlu	 dipertimbangkan	 terlebih	 dahulu	 keadaan	 yang	
memberatkan	dan		meringankan	Terdakwa;		

1)	Keadaan		yang		memberatkan:		
- Bahwa	Terdakwa	mengetahui	perbuatan	tersebut	dilarang	oleh	hukum;	
- Bahwa	 Terdakwa	 tidak	 memiliki	 izin	 dari	 pihak	 yang	 berwenang	 untuk	

menjual	menyalahgunakan	Pengangkutan	atau	Niaga	Bahan	Bakar	Minyak	
jenis		tersebut;		

2)	Keadaan	yang	meringankan:		
- Terdakwa	belum	pernah	di	hukum;	
- Terdakwa	 berlaku	 sopan	 dan	 mengakui	 segala	 perbuatannya	 dalam	

persidangan;		
- Terdakwa	merupakan	tulang	punggung	keluarga.	

	

Majelis	Hakim	berpendapat	bahwa	Terdakwa	dijatuhi	pidana	maka	haruslah	

dibebani	pula	untuk	membayar	biaya	perkara.	Majelis	Hakim	memperhatikan	Pasal	

55	Undang-undang	Republik	Indonesia	Nomor	22	Tahun	2001	Tentang	Minyak	dan	

Gas		Bumi	sebagaimana	telah	dirubah	dengan	Undang-undang	Republik	Indonesia	

Nomor	6	Tahun	2023	Tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-

undang	 Nomor	 2	 Tahun	 2022	 tentang	 Cipta	 Kerja	 menjadi	 Undang-undang	 dan	
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Undang-undang	 Nomor	 8	 Tahun	 1981	 Tentang	 Hukum	 Acara	 Pidana	 serta	

peraturan	perundang-undangan	lain	yang		bersangkutan.	

	

3.2	 PENERAPAN	 HUKUM	 PIDANA	 MATERIIL	 TERHADAP	 TINDAK	 PIDANA	

NIAGA	BAHAN	BAKAR	MINYAK	BERSUBSIDI	TANPA	IZIN	USAHA	(STUDI	KASUS	

PUTUSAN	NOMOR	48/PID.SUS/2024/PN	LSM)	

Menurut	Pasal	143	ayat	(1)	KUHAP	Penuntut	Umum	melimpahkan	perkara	

ke	pengadilan	negeri	dengan	permintaan	agar	segera	mengadili	perkara	 tersebut	

disertai	 dengan	 surat	 dakwaan.	 Dari	 pasal	 ini	 dapat	 terlihat	 surat	 dakwaan	

merupakan	 syarat	 mutlak	 untuk	 pelimpahan	 berkas	 perkara	 ke	 pengadilan	

sehingga	 dapat	 segera	 diadili.	 Penetapan	 pasal	 dapat	 disimpulkan	 dari	 hasil	

pemeriksaan	penyidikan	dihubungkan	dengan	unsur	delik	pasal	tindak	pidana	yang	

dilanggar	dan	didakwakan	kepada	terdakwa.16	

Terkait	 tindak	 pidana	 “menyalahgunakan	 Pengangkutan	 dan/	 atau	 Niaga	

Bahan	 	Bakar	Minyak”,	 ancaman	hukuman	dituangkan	ke	dalam	bentuk	Undang-	

undang	khusus	yaitu	Undang-undang	Nomor	22	Tahun	2001	Tentang	Minyak	dan	

Gas	Bumi	yang	menjadi	elemen	penelitian	peneliti.	Dari	hasil	penelitian	dakwaan	

Nomor	 :	 PDM-34	 /Lsm/Eku.2/03/2023	maka	 penulis	membahas	 surat	 dakwaan	

tersebut	dengan	fakta	yang	didapat	setelah	pelimpahan	yang	dimana	nantinya	akan	

mengarah	pada	tepat	atau	tidaknya		pasal	tersebut	ditetapkan	oleh	jaksa	penuntut	

umum	dalam	surat	dakwaan.	

Menurut	penulis,	penuntut	umum	dalam	hal	penyusunan	dakwaan	dengan	

menggunakan	dakwaan	tunggal	telah	keliru	menilai	perbuatan	yang	dilakukan	oleh	

terdakwa.	Dalam	penyusunan	dakwaan	tunggal	ini	dapat	dikatakan	sederhana	yaitu	

sederhana	 adalah	 perumusannya	 dan	 sederhana	 pula	 dalam	 pembuktian	 dan	

penerapan	 hukumnya.	 Dakwaan	 hanya	 berisi	 satu	 dakwaan	 pada	 umumnya	

perumusan	dakwaan	tunggal	dijumpai	dalam	tindak	pidana	yang	jelas	serta	tidak	

 

16	M.	Yahya	Harahap,	Pembahasan	Permasalahan	dan	Penerapan	KUHAP,	Edisi	Kedua,	Sinar	
Grafika,	2016,	hlm.	386.	
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mengandung	faktor	atau	penyertaan	atau	faktor	concursus	maupun	faktor	alternatif	

atau	faktor	subsidair.17	

Penulis	 beranggapan	kegiatan	penyimpanan	BBM	oleh	 terdakwa	haruslah	

dinyatakan	 sebagai	 tindak	 pidana	 bukan	 hanya	 terkait	 pengangkutan	 dan	 izin	

usaha.	Sehingga	dakwaan	tunggal	yaitu	Pasal	55	Undang	undang	Republik	Indonesia	

Nomor	22	Tahun	2001	Tentang	Minyak	dan	Gas		Bumi	sebagaimana	telah	dirubah	

dengan	 Undang-undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 6	 Tahun	 2023	 tentang	

Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-undang	Nomor	2	Tahun	2022	

tentang	Cipta	Kerja	menjadi	Undang-undang	kurang	tepat.		

Penulis	 berpendapat	 bahwa	 jaksa	 penuntut	 umum	 dapat	 menggunakan	

bentuk	 surat	 dakwaan	 alternatif	 yang	 dimana	 bentuk	 alternatif	 ini	 untuk	

menghindari	terdakwa	terlepas	atau	terbebas	atau	bebas	dari	pertanggungjawaban	

pidana	 dan	 memberikan	 pilihan	 kepada	 hakim	 untuk	 menerapkan	 hukum	 yang	

lebih	 tepat	 karena	 dapat	 langsung	 membuktikan	 dakwaan	 mana	 yang	 dianggap	

terbukti.	

	

4.	KESIMPULAN	

Dalam	konteks	sistem	peradilan	pidana,	Hakim	memiliki	independensi	dan	

kebebasan	untuk	menafsirkan	serta	menerapkan	hukum	sesuai	dengan	fakta	dan	

pembuktian	di	persidangan.	Oleh	karena	 itu,	 jika	Hakim	memutus	perkara	sesuai	

dakwaan	 tunggal	 JPU,	 hal	 itu	 dapat	 dibenarkan	 selama	 didasarkan	 pada	

pertimbangan	 hukum	 yang	 objektif.	 Namun,	 apabila	 Hakim	 memutus	 di	 luar	

dakwaan	atau	membuat	terobosan	hukum,	hal	tersebut	juga	sah	selama	tetap	dalam	

koridor	 hukum	 dan	 asas	 keadilan.	 Ini	mencerminkan	 peran	 aktif	 Hakim	 sebagai	

penafsir	hukum	yang	tidak	hanya	mekanis,	tetapi	juga	progresif	dalam	menjawab	

kebutuhan	keadilan	substantif	di	masyarakat.	

	

	

 

17	 RM	 Soeharto,	Hukum	pidana	materiil	 :	 Unsur-unsur	Obyektif	 Sebagai	Dasar	Dakwaan,	
Sinar	grafika,	1993,	hlm.	67.	
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